BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 98
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengawasan dan Pemeriksaan
Pajak Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
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Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

207 /PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan
dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Badan adalah
pimpinan dari Badan Pendapatan Daerah yang
bertugas membantu Bupati dalam mengelola
pendapatan daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disebut Bapenda adalah unsur pelaksana
pengelolaan pendapatan Daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan
meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan
pemungut Pajak yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang
selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan
antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan
Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam
berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang
disetujui maupun yang tidak disetujui dan
perhitungan sanksi administrasi.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat KKP adalah catatan yang dibuat dan
atau bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa
pada tahap ©persiapan dan pelaksanaan
pemeriksaan, yang disusun secara sistimatis.
Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang
pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun
oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas
serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan
Pemeriksaan.Restoran/Rumah Makan adalah
fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang
selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang
berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi
pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar
koreksi, perhitungan sementara dari jumlah
pokok pajak terutang dan perhitungan sementara
dari sanksi administrasi. Jasa Perhotelan adalah
jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan makan dan minum,
kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang
selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan
antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

vl

temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan
dalam berita acara pembahasan akhir hasil
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua
belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak
terutang baik yang disetujui maupun yang tidak
disetujui dan perhitungan sanksi
administrasi.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah
jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua
jenis  tontonan, pertunjukan, permainan,
ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk
dinikmati.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak
atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan dan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok
Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah
kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang
Retribusi.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan
Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan
Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat
Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan  untuk  menguji = kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
Penagihan adalah serangkaian tindakan agar
penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan
biaya penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan  penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual
barang yang telah disita.

Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas
segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat
atau ruangan tertentu serta barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau
patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen,
termasuk data yang dikelola secara elektronik dan
benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk
tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Wajib Pajak yang diperiksa.

Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus
dibayar pada suatu masa Pajak dalam tahun
Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I
(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang
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dalam suatu jangka waktu tertentu.

32.Putusan Banding adalah putusan badan
peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

33. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Badan Pendapatan Daerah atau
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi
tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pemeriksaan pajak.

BAB II
TUJUAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

(1) Kepala Badan atas nama Bupati berwenang
melakukan  Pemeriksaan  untuk  menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Badan atas mnama Bupati dapat
menerbitkan Keputusan untuk melimpahkan

kewenangan melakukan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pemeriksa.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN OBJEK PEMERIKSAAN

Pasal 3
(1) Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi:

a. satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak,

b. satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun
pajak atau tahun pajak dalam tahun berjalan
maupun tahun-tahun lalu.

(2) Objek pemeriksaan meliputi jenis pajak sebagai
berikut:

a.

b. BPHTB;

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu,

d. Pajak Reklame,

e. Pajak Air Tanah,

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan
g. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan



Pasal 4
Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat
meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak,
baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun
sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 5

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dalam hal
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan  permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak,

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret
yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar,

c. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan
sendiri, yang terpilih untuk dilakukan
Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilaksanakan dengan
mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan
Wajib Pajak yang meliputi:

a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan,
dan

b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

Pasal 6
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 7
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  harus
dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi standar umum
Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan,
dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 8

(1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar
yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan
persyaratan Pemeriksa.

(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. berijazah serendah-rendahnya Pendidikan
sekolah menengah umum atau yang sederajat:

b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur
Muda/ Golongan II/ a;

c. telah mendapat pendidikan dan/ atau
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pelatihan teknis yang cukup serta memiliki
keterampilan sebagai Pemeriksa,

d. cermat dan seksama dalam menggunakan
keterampilannya:

e. jujur dan bersih dari tindakan -tindakan
tercela serta senantiasa mengutamakan
kepentingan negara: dan

f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Kepala Bepanda atas nama Bupati wajib
menunjuk PNS sebagai Pemeriksa di lingkungan

Pemerintah Daerah untuk membantu Bupati

dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 9

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan

sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului
dengan persiapan yang baik sesuai dengan
tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi
kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data
Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan
(audit plan), dan menyusun program
Pemeriksaan (audit program), serta mendapat
pengawasan yang seksama:

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan
pengujian berdasarkan metode dan Teknik
Pemeriksaan sesuai dengan program
Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun:

c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan
pada bukti kompeten yang cukup dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan,

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa
yang terdiri dari seorang supervisor, seorang
ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim,
dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat
merangkap sebagai anggota tim;

e. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam
huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih
yang memiliki keahlian tertentu, baik yang
berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang
berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah
yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan atas nama
Bupati, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah
bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan
pengacara,

f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dapat dilakukan secara bersama -sama dengan
tim pemeriksa dari instansi lain,

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan
Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan
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Lapangan,

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan
apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam
kerja: dan

i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan
dalam bentuk KKP.

Pasal 10

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf I

disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan
sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;

b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib
Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;

c. dasar pembuatan LHP;

d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian
keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib
Pajak, dan

e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

Pasal 11

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf I

disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai :

a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan
sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;

b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib
Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan,

c. dasar pembuatan LHP;

d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian
keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib
Pajak, dan

e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

Pasal 12
(1) Standar pelaporan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan
dalam LHP, yang disusun secara ringkas dan jelas
yang memuat:

a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa
sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;

b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan
yang kuat tentang ada atau tidak adanya
penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan perpajakan, dan memuat pula
pengungkapan informasi lain yang terkait
dengan Pemeriksaan.

(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat :

penugasan Pemeriksaan;

identitas Wajib Pajak;

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

pemenuhan kewajiban perpajakan;

data/informasi yang tersedia;

buku dan dokumen yang dipinjam;

P AapFE
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materi yang diperiksa;

uraian hasil Pemeriksaan;
ikhtisar hasil pemeriksaan;
penghitungan pajak terutang; dan
simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 13

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,
Pemeriksa wajib:

a.

™

menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak

dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis

Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan

Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal

Pemeriksaan dilakukan dengan  Jenis

Pemeriksaan Kantor;

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa

danSP2 kepada Wajib Pajak pada waktu

melakukan Pemeriksaan;

memperlihatkan surat yang berisi perubahan

tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila

susunan keanggotaan tim Pemeriksa
mengalami perubahan,;

melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak

dalam  rangka memberikan  penjelasan

mengenai:

1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;

2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan
setelah pelaksanaan Pemeriksaan;

3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk
memenuhi “permintaan buku, catatan, dan/
atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen
lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.

menuangkan penjelasan sebagaimana

dimaksud pada huruf d dalam berita acara
pertemuan dengan Wajib Pajak;
menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
memberikan hak untuk hadir kepada Wajib

Pajak dalam rangka PAHP pada waktu yang

telah ditentukan;

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada

Wajib Pajak;

melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan perpajakan dengan
menyampaikan saran secara tertulis;
mengembalikan buku, catatan dan/atau
dokumen

yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan,dan dokumen lainnya yang

dipinjam dari Wajib Pajak: dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak
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berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa
berwenang:

a.

memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan
dan/atau dokumen yang menja di dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen
lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek
yang terutang Pajak;

memasuki dan memeriksa tempat atau ruang,
barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang
diduga atau patut diduga digunakan untuk
menyimpan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dokumen lain, uang dan/atau barang yang
dapat memberi petunjuk tentang penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek
yang terutang Pajak;

meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
melakukan Penyegelan tempat atau ruang
tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak
bergerak;

meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis
dari Wajib Pajak: dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang
diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa
berwenang :

a.

memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor
di lingkungan Pemerintah Daerah dengan
menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor;

. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan

dan/atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, yvang
berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang
terutang Pajak;

meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
meminta keterangan lisan dan/atau tertulis
dari Wajib Pajak;

meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan
pubiik melalui Wajib Pajak, dan
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f. meminta keterangan dan/atau bukti yang
diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib
Pajak berhak:

a.

b=

meminta kepada Pemeriksa untuk
memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan
SP2;

. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa untuk
memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim
Pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim
Pemeriksa mengalami perubahan;

. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan

penjelasan  tentang alasan dan  tujuan
Pemeriksaan;

menerima SPHP;

menghadiri PAHP pada waktu yang telah
ditentukan;

. memberikan pendapat atau penilaian atas

pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalu
pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak

wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan
buku, catatan dan/atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
atau objek yang terutang Pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan
memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau
patut diduga digunakan untuk menyimpan
Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau
barang yang dapat Memberi petunjuk tentang
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
atau objek yang terutang Pajak serta
meminjamkannya kepada Pemeriksa;

c. memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas

SPHP, dan
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e. memberikan keterangan lisan dan/ atau
tertulis yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak
wajib:

a. memenuhi panggilan untuk menghadiri
Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang
ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan
Dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk
data yang dikelola secara elektronik, yang
berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang
terutang pajak;

c. memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas
SPHP;

e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan
publik: dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau
tertulis yang diperlukan.

Pasal 17

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan
dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi :
a. jangka waktu pengujian, dan
b. jangka waktu PAHP dan pelaporan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaika kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawali, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis
Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal
Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak,
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sampai dengan tanggal SPHP disampaikan ke pada
Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(4) Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1
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(satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari
Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

(5) Jangka waktu PAHP sampai dengan ditetapkan
LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak
tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak,
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah
dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 18

(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a.

[+

C.

d.

Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
lainnya;

terdapat konfirmasi atau permintaan data
dan/ atau keterangan kepada Pihak Ketiga;
ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi
seluruh jenis Pajak, dan/ atau

berdasarkan pertimbangan kepala unit
pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 19

(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3),
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan,

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam hal:

a.

b.

C.

d.

Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
terdapat konfirmasi atau permintaan data
dan/ atau keterangan kepada Pihak Ketiga;
ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi
seluruh jenis Pajak: dan/atau

berdasarkan pertimbangan kepala unit
pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 20

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu
pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pemeriksaan
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1),

kepala unit pelaksana Pemeriksaan harus

menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka
waktu pengujian dimaksud secara tertulis kepada
Wajib Pajak.
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(1)

(2)

Pasal 21

Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) atau perpanjangan jangka
waktu  Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah berakhir,
SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak, jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal
19 harus memperhatikan jangka waktu
penyelesaian permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 22

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor
untuk meng uji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan diselesaikan dengan cara:

a.

b.

menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP
Sumir: atau
membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat
ketetapan Pajak dan/atau STPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan
perpajakan.

Pasal 23

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP
Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf
a dilakukan dalam hal:

a.

b.

C.

(1)

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
diperiksa:

1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau

2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
diterbitkan.

Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya

tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan

dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya.
terdapat keadaan tertentu berdasarkan
pertimbangan Bupati.

Pasal 24

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b,

dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan
atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan
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Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka

waktu Pemeriksaan.

b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan
atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan
pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan belum dapat diselesaikan sampai
dengan:

1. berakhirnya perpanjangan jangka waktu
pengujian Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1); atau

2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu
pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (I).

(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor
yang pengujiannya belum diselesaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak berakhirnya:

a. perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), atau

b. perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1), dan dilanjutkan
tahapan Pemeriksaan sampai dengan
pembuatan LHP.

Pasal 25
Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP
Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak
memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 23 huruf a, dapat dilakukan
Pemeriksaan kembali apabila di kemudian hari Wajib
Pajak ditemukan.

Pasal 26

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh
Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim
Pemeriksa berdasarkan SP2.

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan untuk satu atau beberapa tahun
dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun
Pajak yang sama, atau untuk satu bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib
Pajak.

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, kepala
unit pelaksana Pemeriksaan harus menerbitkan
surat perubahan tim Pemeriksa.

(4) Dalam hal tim Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e,
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tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat
tugas yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas
nama Bupati.

Pasal 27

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan
dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa
wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak
mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan
dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai
dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan
menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor.

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 28

(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib
Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan
Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos
dengan bukti pengiriman surat, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan disampaikan secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib
Pajak tidak berada di tempat, Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat
disampaikan kepada:

a. Wakil atau kuasa dari Wajib Pajak: atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut
Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak,
dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap
Wajib Pajak Badan;

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat
mewakili Wajib Pajak, dalam hal
Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib
Pajak orang pribadi; atau

3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka
1 dan angka 2 yang dapat mewakili Wajib
Pajak.

(3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau
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pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti
pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti pengiriman dan surat
pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap
telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan
telah dimulai.

(4) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasai 27
ayat (2) disampaikan melalui faksimili, pos dengan
bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman
lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 29

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,
Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.

(2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa
dari Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, pertemuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan
setelah Pemeriksa menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

(4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan
pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa
wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang
ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara
hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemeriksa membuat catatan mengenal
penolakan tersebut pada berita acara hasil
pertemuan.

(7) Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita
acara hasil pertemuan dan membuat catatan
mengenai penolakan penandatanganan berita
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

Pasal 30
(1) Pemeriksa  dapat melakukan  peminjaman
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Dokumen kepada Wajib Pajak dalam rangka
Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan
Kantor.

(2) Ruang lingkup peminjaman Dokumen meliputi
peminjaman dan pengembalian Dokumen.

Bagian Kedua
Penyegelan

Pasal 31

(1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan
untuk memperoleh atau mengamankan Dokumen
dan benda-benda lain yang dapat memberi
petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak agar
tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan,
diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

(2) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa
dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(3) Tata cara mengenai Penyegelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 32

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan
Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk
dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak
menenma Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak harus menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak menolak menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat
berita acara penolakan Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak tidak ada di tempat maka:

a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanJang
terdapat pegawai atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan
mempunyai kewenangan untuk mewakili
Wajib
Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam
Kewenangannya; atau

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada
kesempatan berikutnya.

(4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan,
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sebelum dilakukan penundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa dapat
melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1).

(5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak
berada di tempat dan/ atau tidak memberi izin
kepada Pemeriksa untuk membuka atau
memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak
atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan,
Pemeriksa meminta kepada pegawai atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak
untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.

(6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) menolak untuk membantu
kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta
pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

(7) Dalam hal pegawai atau telah dewasa dari Wajib
anggota keluarga yang Pajak menolak untuk
menandatangani surat penolakan membantu
kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), Pemeriksa membuat berita acara
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 33

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan memenuhi Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan
menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajih Pajak harus
menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak menolak menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat
berita acara penolakan Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib
Pajak dan surat panggilan tersebut tidak
dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman
lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi
panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa
membuat berita acara tidak dipenuhinya
panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang
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ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 34

Pemeriksa berdasarkan:

a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1),
atau Pasal 33 ayat (1);

b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), atau Pasal 33
ayat (2);

c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (3);

d. surat penolakan membantu kelancaran
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (6); atau

e. berita acara penolakan membantu kelancaran
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (7), dapat melakukan penetapan Pajak
secara jabatan.

Pasal 35

(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  harus
diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui
penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar
temuan hasil Pemeriksaan.

(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui
faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus
menandatangani surat penolakan menerima
SPHP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak menolak menandatangani surat
penolakan  menerima  SPHP  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat
berita acara penolakan menerima SPHP yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain
berupa data konkret dilakukan dengan
Pemeriksaan  Kantor,  penyampaian  SPHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
bersamaan dengan penyampaian undangan
tertulis untuk menghadiri PAHP.

Pasal 36
(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis
atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
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dalam bentuk:

a. pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan
dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil
Pemeriksaan; atau

b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak
menyetujui sebagian atau seluruh hasil
Pemeriksaan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan
jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu
penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan
pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(5) Dalam hal Pemeriksaan atas Kketerangan lain
berupa data konkret dilakukan dengan
Pemeriksaan Kantor, tanggapan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lama pada saat Wajib Pajak harus
memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri
PAHP dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan
perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan tertulis.

(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh
WajibFajak secara langsung atau melalui faksimili,
surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti pengiriman.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan
tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa membuat
berita acara tidak disampaikannya tanggapan
tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim.

Pasal 37

(1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas
hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP
dan daftar temuan hasi Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Wajib
Pajak harus diberikan hak hadir dalam PAHP.

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan melalui penyampaian undangan secara
tertulis kepada Wajib Pajak dengan
mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya
PAHP.

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam
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jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diterimanya tanggapan tertulis

atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

atau ayat (3) atau menyampaikan lembar

pernyataan persetujuan hasil  Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

huruf a.

(4) Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib
Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan
dan menuangkan hasil pembahasan tersebut
dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani
oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b; dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(5) Pemeriksa  membuat risalah  pembahasan
berdasarkan surat sanggahan, berita acara
ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan
berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar
hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh
tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, dan

b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(6) Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib
Pajak dan menuangkan hasil pembahasan
tersebut dalam risalah pembahasan, yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam
hal Wajib Pajak:

a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1); dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 38
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak menolak menandatangani risalah pembahasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), ayat
(5) atau ayat (6), Pemeriksa membuat catatan
mengenai penolakan tersebut.

Pasal 39

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP
pada hari dan tanggal sesuai undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),
PAHP dianggap telah dilakukan.

(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara
PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil
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pembahasan akhir ditandatangani oleh tim
Pemeriksa.

Pasal 40
Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan
Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) harus
mempertimbangkan jangka waktu PAHP dan
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (4).

Pasal 41
Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) digunakan oleh
Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat berita acara
PAHP vyang dilampiri dengan ihtisar hasil
pembahasan akhir.

Pasal 42

(1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Pemeriksa melalui kepala unit pelaksana
Pemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan
mengirimkan surat panggilan untuk
menandatangani berita acara PAHP.

(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disampaikan secara langsung atau
melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman
surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman.

(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara
langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak menolak untuk menerima surat
panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa
dari Wajib Pajak harus menandatangani surat
pernyataan penolakan menerima surat panggilan
untuk menandatangari berita acara PAHP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak menolak menandatangani surat
pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemeriksa membuat berita acara penolakan
menenma surat panggilan untuk menandatangani
berita acara PAHP yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa.

Pasal 43

(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah surat panggilan untuk menandatangani
berita acara PAHP diterima oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), namun
menolak menandatangani berita acara PAHP,
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Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan
penandatanganan pada berita acara PAHP.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), namun
menolak menandatangani berita acara PAHP,
Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan
penandatanganan pada berita acara PAHP.

Pasal 44

(1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Risalah pembahasan dan/atau berita acara PAHP,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) LHP  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk
membuat nota penghitungan.

(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat
ketetapan Pajak atau STPD.

(5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung
sesuai dengan PAHP, kecuali:

a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP
tetapi menyampaikan lembar pernyataan
persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Pajak yang
terutang dihitung sesuai dengan lembar
pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan:

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP
tetapi menyampaikan surat sanggahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan
SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui
sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak:

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP
dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis
atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (5), Pajak yang terutang dihitung
berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) dan Wajib Pajak
dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.

Pasal 45
Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada
Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman
dan pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggal LHP.

Pasal 46
(1) Surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang
dilaksanakan tanpa:
a. penyampaian SPHP; atau
b. PAHP, dapat dibatalkan oleh Kepala Badan
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secara jabatan atau berdasarkan permohonan
Wajib Pajak.

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus
dilanjutkan dengan melaksanakan penyampaian
SPHP dan/atau PAHP.

(3) Prosedur penyampaian SPHP dan/atau
pelaksanaan PAHP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait
dengan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak, Pemeriksaan dilanjutkan
dengan penerbitan:

a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP
apabila jangka waktu belum melampaui 12
(dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak,
apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilampaui, surat
ketetapan pajakbelum ditetapkan,
permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan: atau

b. SKPDLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan
apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sejak surat permohonan diterima.

(5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa
untuk melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan susunan
keanggotaan  tim Pemeriksa  sebelumnya,
Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah
diterbitkan surat yang berisi perubahan tim
Pemeriksa.

Pasal 47
(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan
tersendiri secara tertulis mengenai

ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah
disampaikan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, sepanjang  Pemeriksa  belum
menyampaikan SPHP.

(2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
ke kantor Badan Pendapatan Daerah.

(3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
dan dilampiri dengan:

a. penghitungan pajak yang kurang dibayar

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan

b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang
Dibayar;

(4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian
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SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak
maka pengungkapan tersebut tidak perlu
dilampiri dengan SSPD.

Pasal 48

(1) Untuk membuktikan pengungkapan
ketidakbenaran dalam laporan tersendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1),
Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil
Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan Pajak
dengan mempertimbangkan laporan tersendiri
tersebut serta memperhitungkan pokok Pajak
yang telah dibayar.

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa
pengungkapan ketidakbenaran pengisian SFTPD
oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya, surat ketetapan Pajak
diterbitkan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa
pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD
oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, surat ketetapan Pajak diterbitkan
sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.

Pasal 49

(1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan
berdasarkan instruksi atau persetujuan Kepala
Badan.

(2) Instruksi atau persetujuan Kepala Badan untuk
melaksanakan  Pemeriksaan  Ulang  dapat
diberikan apabila terdapat data baru termasuk
data yang semula belum terungkap.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan
dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Bupati
menerbitkan SKPDKBT.

(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan
adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah
ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak
sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan
dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib
Pajak diberitahukan mengenai penghentian
tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Pasal 50
Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam
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rangka melaksanakan  ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dapat meliputi
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi
yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 51
Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan
kriteria antara lain:
pemberian NPWPD secara jabatan;
penghapusan NPWPD,;
wajib Pajak mengajukan keberatan;
pencocokan data dan/atau alat keterangan:
dan/atau
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

poop

Pasal 52
Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilakukan dengan
Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan
Kantor.

Pasal 53

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain  harus
dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu
Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum
yang harus dicapai dalam melaksanakan
Pemeriksaan.

(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (J1) meliputi

standar umum, standar pelaksanaan
Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil
Pemeriksaan.

Pasal 54

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 ayat (3) adalah standar umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 55

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) meliputi :

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului
dengan persiapan yang baik, sesuai dengan
tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan
yang Seksama;

b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan Kkriteria
dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;

c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang
terdiri dari 1 (satu) orang supervisor, 1 (satu)
orang ketua tim, dan 1 fsatu) orang atau lebih
anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua
tim dapat merangkap sebagai anggota tim;

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor
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Badan Pendapatan Daerah kantor-kantor di
lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal
atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat
kegiatan usaha, dan/atau di tempat lain yang
dianggap perlu oleh Pemeriksa;

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan
apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam
kerja; dan

f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan
dalam bentuk KKP.

Pasal 56
Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus
didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf f dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. KKP berfungsi sebagai :

1. bukti bahwa Pemeriksa telah melaksanakan
Pemeriksaan berdasarkan standar
Pemeriksaan: dan

2. dasar pembuatan LHP.

b. KKP memberikan gambaran mengenai:

1. data, keterangan, dan/ atau bukti yang
diperoleh:

2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan, dan

3. simpulan dan hai-hal lain yang dianggap periu
yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 57

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan

dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar

pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat
ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai
dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan
Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan
informasi lain yang terkait;

b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya
memuat:

Identitas Wajib Pajak;

Penugasan Pemeriksaan;

Tujuan Pemeriksaan,;

Buku dan dokumen yang dipinjam,;

Materi yang diperiksa;

Uraian hasil Pemeriksaan; dan

Simpulan dan usul Pemeriksa.

o N O B T p b

Pasal 58

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan iain,

Pemeriksa Pajak wajib :

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan
atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan
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jenis Pemeriksaan Kantor;

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa
Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu
Pemeriksaan;

c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim
Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila
susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami
perubahan;

d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan
kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada
Wajib Pajak;

f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen
pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib
Pajak, dan/atau

g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak
berhak segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka Pemeriksaan.

Pasal 59

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain
dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa
Pajak berwenang:

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan,
dan/atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen
lain, yang berhubungan dengan tujuan
Pemeriksaan;

b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang
dikelola secara elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang,
barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang
diduga atau patut diduga digunakan untuk
menyimpan buku, catatan, dan/ atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang,
yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis
dari Wajib Pajak, dan/atau

e. meminta keterangan dan/atau data yang
diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa
melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain
dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa
Pajak berwenang :

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan,
dan/atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen
lain termasuk data yang dikelola secara
elektronik, yang  berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
atau objek yang terutang Pajak;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis
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dari Wajib Pajak, dan/atau

c. meminta Kketerangan dan/atau data yang

diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa
melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 60

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain,
Wajib Pajak berhak :

a.

(2)

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa
Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu
Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan
dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan,

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memberikan penjelasan tentang alasan dan
tujuan Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim
Pemeriksa Pajak apabila terdapat perubahan
susunan Tim Pemeriksa Pajak, dan/atau
memberikan pendapat atau penilaian atas
pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 61

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan

lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib

Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku,
catatan, dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain, yang berhubungan dengan
tujuan Pemeriksaan;

b. memberi kesempatan untuk mengakses
dan/atau mengunduh data yang dikelola
secara elektronik;

c. memberi kesempatan untuk memasuki
tempat atau ruang penyimpanan buku,
catatan, dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen
lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan
tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya
kepada Pemeriksa Pajak, dan/atau,

d. memberikan keterangan lisan dan/atau
tertulis serta memberikan data dan/atau
keterangan lain yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan

lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib

Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku,
catatan, dan/atau dokumen yang menjadi

31



(1)

(4)

(1)

(2)

(3)

dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain, yang berhubungan dengan
tujuan Pemeriksaan, dan/atau

b. memberikan keterangan lisan dan/atau
tertulis serta memberikan data dan/atau
keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 62
Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis
Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung
sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak,
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai
dengan tanggal LHP.
Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis
Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang
dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat
Fanggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sampai dengan tanggal dalam LHP,
Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)
berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.
Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam
rangka permohonan penghapusan NPWPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b,
jangka  waktu Pemeriksaan  sebagaimana
dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian
permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 63
Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dilakukan oleh
Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim
Pemeriksa berdasarkan SP2.
SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak
dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun
Pajak yang sama atau untuk satu bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib
Pajak.
Dalam hal susunan tim Pemeriksa perlu diubah,
kepala unit pelaksana Pemeriksaan tidak perlu
memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat
yang berisi perubahan tim Pemeriksa.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 64

Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib
Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan
Lapangan dengan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada
Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan
Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat
Fanggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 65
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1)
dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib
Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan
Lapangan atau disampaikan melalui faksimili,
pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan disampaikan secara langsung dan
Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat
disampaikan kepada :
a.wakil atau kuasa dari Wajib Pajak, atau
b.pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
1. pegawai dari Waiib Pajak yang menurut
Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak,
dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap
Wajib Pajak Badan; atau
2. anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat
mewakii Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan
dilakukan terhadap Wajib Pajak orang
pribadi.
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 64
ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos
dengan bukti pengiriman surat, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman
lainnya dar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan dianggap telah disampaikan.
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(2)

(2)

(1)

(2)

Pasal 66

Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan
dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk
tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51.

Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 67

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan
Lapangan untuk tujuan lain menyatakan
menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk
menolak menerima Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani
surat penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak menolak menandatangani surat
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita
acara penolakan Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 68

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor
untuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun
menyatakan menolak untuk dilakukan
Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak harus menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak menolak menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak
membuat berita acara penolakan Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 69

Berdasarkan surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan atau berita acara penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 dan Pasal 68, Wajib Pajak diberi NPWPD secara
jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain
dilakukan dalam rangka pemberian Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah.

Berdasarkan surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan atau Dberita acara penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 dan Pasal 68, permohonan Wajib Pajak tidak
dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan
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lain dilakukan dalam rangka penghapusan
NPWPD.

Pasal 70

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan
lain, melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan,
Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Pajak
untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci
atau meminta keterangan dan/atau bukti yang
berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak
ketiga.

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau
kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan

Pasal 71

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan
akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa wajib
menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada
Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan
merupakan  Pemeriksaan untuk  menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,
penyampaian Kuesioner Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan
merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, penyampaian
Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan pada saat
penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor.

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner
Pemeriksaan yang telah diisi kepada kepala unit
pelaksana Pemeriksaan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72
Pemeriksa tidak dikenai sanksi dalam hal
Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan

standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan
berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73
Pemenuhan terhadap standar umum pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan
Bupati ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, peraturan
pelaksanaan yang terkait Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum
diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam peraturan daerah ini.

Pasal 75
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BENGKAYANG
ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkavang
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 78

ai dengan aslinya
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